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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

Seperti  hal yang kita ketahui selama ini bahwa pernikahan sudah menjadi 

sebuahjkewajiban baginumat muslim yang dirinya sudah mampu dan siap lahir 

batin, pernikahan menjadiljalan manusialuntuk mendapatkaniseorang keturunan 

dan terhindar dari perbuatan zina. Pernikahan sendiri dalamoUndang-Undang 

perkawinanoNo. 1 Tahun 1974omenjelaskan bahwa pernikahan merupakan 

ikatannantara seorangnwanita dannseorang priansebagai suami dan istri untuk 

membentuklsebuah keluargaiyang sakinah, mawadah, warahmah.1 

Di negara Indonesia pengertian perkawinan atau pernikahan yang sah 

dijelaskan dalam Pasal 2nUndang-Undang No 1 Tahun 1974iyang 

menyebutkan bahwa pernikahan adalah sahnbila dilakukan menurutnhukum 

masing-masing agama dannkepercayaannya dan tercatat menurut peraturan 

perundang-undangan yangkberlaku. Jadi dapat di simpulkan bahwa perikahan 

dapat dikatakan sah bila terjadi suatu akad menurutkmasing-masing 

agamakdan pernikahan tersebut tercatat oleh negara, sehingga apabila 

pernikahan yang dilakukanksah menurutkagama namun tidakktercatatboleh 

negara maka pernikahan tersebut tidakkmemiliki kekuatanmhukum dan 

tidakkdi akui oleh negara. Sehingga pencatatan pernikahan menjadi poin 

penting agar dapat mendapatkan hak-haknya dalam lingkup perdata seperti 

akta kelahiran anak, Kartu keluarga, KTP status menikah dll. 

Namun pada kenyataanya di masyarakat masih banyak orang-orang yang 

melakukan pernikahan siri dan tidak dicatatkan ke KUA dan dari hasil 

pernikahan siri tersebut melahirkan anak yang tentu nantinya akan membutuhkan 

akta kelahiran untuk mengurus seluruh keperdataan anak, dan karena anak yang 

lahir di luar pernikahan resmi maka anak tersebut tidak dapat mendapatkan 

haknya yaitu berupa akta kelahiran sebelum orang tuanya melakukan nikah resmi 

                                                           
1 Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 
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atau mengajukan istbat nikah. Dan apabila orang tua melakukan pernikahan 

ulang di KUA yang kemudian pernikahan tersebut tercatat, anak bisa 

mendapatkan akta kelahiran namun akta kelahiran tersebut tidak sempurna yang 

mana terdapat nama ayah dan ibu kandung. 

Karena walaupun setelah orang tua anak tersebut melakukan pernikahan 

resmi dan dicatatkan di KUA, anak yang lahir sebelum pernikahan resmi tersebut 

dalam aktaakelahiran anak hanyakakan tercantum namafibu kandungnya saja. 

Apabila ayahhanak tersebut ingin agar namanya tercantum dalam akta kelahiran 

anak maka perlu adanya penetapannasal usul anakkyang dikeluarkan oleh 

pengadilan agama setelah adanya pemeriksaan yang nantinya penetapan tersebut 

dapat menjadi alas hukum untuk dapattmencantumkan nama ayah kandunggke 

dalam aktakkelahiran anak.2 Ketentuan tersebut telah dipraktekan dalam 

masyarakat yang ingin mendapatkan kepastian hukum guna mengurus akta 

kelahiran anak mereka yang lahir di luar nikah resmi dengan mengajukan 

permohonan penetapan asal usulkanak ke pengadilannagama bagi yang 

beragamaaislam.  

Hal yang menarik peneliti temukan dalam putusan penetapan asal usul anak 

dikPengadilan Agama Jombang, yang mana pemohon yang mengajukan 

permohonan asal usul anak tidak hanya dari pihak yang telah melakukan nikah 

siri dan melahirkan anak dalam pernikahan siri tersebut, melainkan terdapat 

permohonan penetapan asal usul anak dari para pihak yang melahirkan anak 

tanpa adanya pernikahan sebelumnya kemudian melakukan pernikahan resmi 

yang dicatatkan di KUA setelah bayi yang dikandung lahir. Kasus tersebut 

peneliti temukan di dalam putusan penetapan asal usul anak dari Pengadilan 

Agama JombangoPerkara Nomor 0323/Pdt.P/2019/PA.Jbg,. Yang mana dalam 

pertimbangan hukumnya menjelaskan: 

Menimbang,kbahwa berdasarkankpermohonan para Pemohonkdan 

keterangan paraksaksi, maka MajelisoHakim telahkmenemukan fakta-fakta 

sebagaioberikut:  

                                                           
2 Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
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 BahwaoPemohon I danoPemohon II sebelumomenikah pernah melakukan 

hubunganosuami isteri, yang menyebabkanoPemohon 2 hamil;  

 Bahwa dari hasil hubungan tersebut lahir anak bernama XXXXXXXX, 

lahir pada tanggal 25 Juni 2016;  

 Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2, menikah pada tanggal 9 Desember 

2016 setelah anak tersebut lahir;  

 Bahwa paraoPemohon mengajukanopenetapan asal usuloanak tersebut 

digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;  

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut agar 

ditetapkan asal usul anaknya, akan dipertimbangkan sebagai berikut; 

Menimbang, bahwaoberdasarkan pengakuanoPemohon 1 dan Pemohon 2 

serta keteranganodari 2 orang Saksi yang menjelaskan bahwa anakoyang 

bernama XXXXXXXXXXXX adalah anak hasilohubungan Pemohon 1 dan 

Pemohon 2ksebelum Pemohono1 dan Pemohon 2 menikah (anak diluar 

pernikahan);  

Menimbang, bahwaodalam perkara ini, Majelis Hakim hanya memeriksa 

dan mengadili tentang asal usul anak yang bernama: XXXXXXXXXXXX ; 

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut lahir diluar pernikahan, namun 

tidak serta merta anak yang lahir tersebut tidak dinisbahkan kepada para 

Pemohon;  

Menimbang, bahwa seorang anak bernama: XXXXXXXXXXXX yang 

dilahirkan diluar pernikahan, status anak tersebut berhak untuk dinasabkan 

kepada para Pemohon;  

Menimbang,ibahwa dalam Pasal 43 ayati1 Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974,msesuai dengan Putusan MahkamahmKonstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010otanggal 17 Februari 2012, selengkapnyanberbunyi, “Anaknyang 

dilahirkan diluar perkawinannmempunyaiohubungan perdataidengan ibunya 

dan keluargoibunya serta dengan laki-lakiksebagai ayahnyanyang dapat 

dibuktikanoberdasarkan ilmu pengetahuanndan teknologiidan/atau alat butki 

lain menurutnhukumomempunyai hubunganndarah, termasukohubungan 

perdataidenganikeluargaiayahnya”;  
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Menimbang, bahwa salah satu di antara hakaanak adalah mengetahui 

siapa orangntuanya, hal ini sesuai dengan Pasal 7nayat 1 Undang-Undang 

Nomorn23 Tahun 2002 “Setiaplanak berhak untuklmengetahui orangltuanya, 

dibesarkan,ldan diasuh olehlorang tuanyalsendiri”;  

Menimbang,nbahwa karena telah terbukti bahwananak bernama 

XXXXXXX lahirntanggal 25 Juni 2016 adalahnanak biologis darinPemohon I 

dan Pemohon II, makansesuai dengan ketentuan Pasal 27 dan 28 Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, maka anak 

tersebut berhak untuk memperoleh akta kelahiran dari Pejabat yang berwenang 

untuk itu ;  

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuanlPasal 55 ayat (3)lUndang-

undang Nomor 1 Tahun 1974ntentang perkawinan, penetapannini dapat 

dijadikan dasarnhukum bagi Dinas Kependudukanndan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Jombang untuk menerbitkan aktakkelahiran dari anakkdimaksud 

sebagai anak biologis para Pemohon ;  

Menimbang,kbahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan 

ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim dalam 

permusyawaratannya berpendapat permohonan para Pemohon patut  

dikabulkan, dengan menyatakanlbahwa anak yangkbernama: XXXXXXXX, 

tanggalolahirktanggal 25 Juni 2016., adalah anak dari PemohonkI dan 

Pemohon II,lsebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;3 

Dari penjelasan pertimbangan hukum dalam perkara penetapan asal usul anak 

di atas di atas peneliti dapat menyimpulkan dalam bentuk tabel di bawah ini : 

1 NOMOR PUTUSAN Nomor 0323/Pdt.P/2019/PA.Jbg. 

2 NAMA PIHAK Pemohon Iidan Pemohon II 

3 PERKARA Penetapan asal usul anak luar nikah 

4 DASAR HUKUM  Pasali43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 

1974,iyang telah dijudicialireview 

putusan Mahkamah Konstitusi 

                                                           
3 Salinan Penetapan Nomor 0323/Pdt.P/2019/PA.Jbg. 
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Nomorl46/PUU-VIII/2010 

 Pasall7 ayat 1 UU No. 23lTahun 

2002 

5 AMAR PUTUSAN Mengabulkan permohonan pemohon 

dan menetapkan anak sebagai anak 

pemohon Iidan pemohon II 

6 IMPLIKASI Anak memiliki hubungan perdata 

dengan ibu dan ayah kandung 

 

Dari kesimpulan di atas dapat dilihat bahwa dalam putusan Nomor 

0323/Pdt.P/2019/Pa.Jbg hakim menggunakan dasar hukum putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomorl46/PUU-VIII/2010 yang berbunyi, “anaklyang 

dilahirkan diluarlperkawinan mempunyaiohubungan perdataodengan ibunya 

dan keluargaoibunya serta dengannlaki-lakiosebagai ayahnyanyang dapat 

dibuktikan berdasarkannilmu pengetahuanodan teknologindan/atau alatnbukti 

lain menurutnhukum mempunyai hubunganldarah, termasuk hubunganlperdata 

dengan keluargalayahnya”. Sedangkan dalam hukum Islam secara tegaslanak 

luar nikah ataulanak zinalhanya memilikinhubungan nasabndengan ibunya hal 

ini tercantum dalam pasaln100 Kompilasi HukumlIslam yang menyebutkan 

bahwa “anak yangllahir dilluar perkawinanihanyanmempunyai hubungan 

nasabidengan ibuodannkeluarga ibunya”.4 

Hal serupa juga terdapat dalam fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012ntentang 

kedudukan anaknhasil zina dannperlakuan terhadapnya, fatwa ini merupakan 

hasil dari respon MUI terhadap putusan MK Nomorn46/PUU-VIII/2010 yang 

saat itu menimbulkan dampak yaitu banyanya pihak yang kontra dengan 

putusan MK tersebut yang dianggap berlebihan dan bertentangan dengan 

prinsip hukum Islam. Maka dari itu di keluarkannya Fatwa MUI yang dalam 

pertimbangannya menghasilkan putusan yaitu: 

1. Anaklhasil zinaotidak mempunyailhubungan nasab dengan, wali nikah, 

                                                           
4 Pasal 100 Komilasi Hukum Islam. 
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waris,odan nafaqah denganolelaki yang mengakibatkanokelahirannya. 

2. Anaknhasilozina hanya mempunyaiohubungan nasab,owaris, dan 

nafaqahldengan ibunyaldan keluarga ibunya. 

3. Anaklhasilozina tidak menanggungldosaoperzinahan yang dilakukan 

oleh orangoyang mengakibatkan kelahirannya. 

4. Pezinaldikenakanohukuman hadd olehopihak yang berwenang,luntuk 

kepentingan menjagalketurunan yanglsah. 

5. Pemerintahoberwenang menjatuhkanohukuman ta’zirokepada lelaki 

pezina yangomengakibatkan lahirnyaoanak dengan mewajibknnya 

untuk: 

a. Mencukupilkebutuhan hidup anakltersebut; 

b. Memberikanlharta setelah ia meninggallmelalui wasiatlwajibah. 

6. Hukumannsebagaimana dimaksudonomor 5 bertujuan melindungi 

anak,obukan untuk mensahkanohubungan nasaboantara anakotersebut 

dengan lelakioyang mengakibatkanokelahirannya.5 

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa terdapat kontradiksi antara dasar 

hukum yang digunakan hakim yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010 dengan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dan fatwa MUI 

Nomor 11 Tahun 2012ntentang kedudukan anaknhasil zina dannperlakuan 

terhadapnya. Maka dari itu peneliti tertarikluntuk mengkaji lebihllanjut 

mengenai bagaimana pertimbanganlhakim dalam mengabulkan perkara 

penetapanlasal usul anak padalputusan Nomor 0323/Pdt.P/2019/Pa.Jbg 

perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan juga bagaimana pertimbangan hakim 

menggunakan putusan MahkamahnKonstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 

sebagai dasar hukum perspektif Wahbah Az-Zuhaili, maka penulis akan 

memaparkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim 

Dalam Perkara Penetapan Asal Usul Anak Luar Nikah Perspektif 

Wahbah Az-Zuhaili (Studi Perkara Nomor 0323/Pdt.P/2019/Pa.Jbg)” 

 

                                                           
5 Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012ntentang Kedudukan Anaknhasil Zina Dannperlakuan 

Terhadapnya. 
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B. Fokus Penelitian 

Berdasarkannlatar belakang yang telah peneliti paparkan di atas maka dapat 

ditarik fokus permasalahanisebagai berikut: 

1. Bagaimana Pertimbanganolhakim dalam mengabulkan permohonan 

penetapan asallusul anak luar nikah pada putusan Nomor 

0323/Pdt.P/2019/Pa.Jbg Perspektif Wahbah Az-Zuhaili? 

2. Bagaimana Pertimbangan hakim menggunakan Putusan Mahkamah 

KonstitusilNomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar hukum perspektif 

Wahbah Az-Zuhaili? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapunltujuan penelitian iniladalah : 

1. Untuk Mengetahui Pertimbanganlhakim dalam mengabulkan perkara 

penetapan asal usullanak luar nikahlpada perkara Nomor 

0323/Pdt.P/2019/Pa.Jbg Perspektif Wahbah Az-Zuhaili. 

2. Untuk Mengetahui pertimbangan hakim menggunakan putusan 

MahkamahlKonstitusi Nomorl46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar hukum 

perspektif Wahbah Az-Zuhaili. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan teoritis 

a. Penelitiannini Diharapkanmdapat Menjadi Kontribusi Dalam 

Memberikanltambahan WawasanmDan Ilmu PengetahuanmBagi 

Pembaca Dan Juga Dapat MenjadinAcuan Dan ReferensinDalam 

Melakukan PenelitiannYang Serupa. 

b. PenelitianlIni DiharapkanlDapat MenambahlDan Memperkaya Ilmu 

Pengetahuan Mengenai perkara asal usullanak yang lahir dilluar nikah. 

2. Kegunaan praktis 

a. Hasil penelitianndiharapkan menjadi kontribusi pengadilan agama 

untuk lebih memberikan putusan yang berasaskan keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap masyarakat. 
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b. Penelitiannini Berguna MemenuhimSyarat UntukmMemperoleh 

GelarlSarjana HukumlPada Fakultas Syari’ahlInstitut AgamalIslam 

Negeri (IAIN)  Kediri. 

 

E. Telaah pustaka/Penelitian Terdahulu 

Dalam menulis penelitian yang berjudul Pertimbangan Hukum Dalam 

Perkara Penetapan Asal Usul Anak Luar Nikah Di Pengadilan Agama Jombang 

(Studi Perkara Nomor 0323/Pdt.P/2019/Pa.Jbg), peneliti menggunakan 

penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai anak luar nikah, telaah 

pustaka ini digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian, telah pustaka 

ini juga dilakukan agar dalam menyusun skripsi yang disusun oleh peneliti 

tidak terjadi persamaan dengan penelitian terdahulu. Adapun penelitian 

terdahulu yang penulis gunakan antara lain: 

1. Jurnal Ilmiah yang dikerjakan oleh Sari Pusvita, yang 

berjudul“KeperdataannAnak Diluar Nikahndalam Putusan Mahkamah 

Konstitusindan Implikasinya terhadapnHarta Warisan”. Jenis penelitian 

ini merupakan kepustakaan atau library research, dalam penelitian yang 

dilakukan ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan 

konseptual, dan penelitian ini menjelaskan tentang efekldari hukum 

eksplisit danlimplisit untuk menentukanlpengadilan konstitusionallbagi 

anak-anak yang lahir dari pernikahan tidak resmi dan juga membahas 

mengenai KontemplasinHukum Islam terhadaplwarisan anak-anaklyang 

lahir darilorang tua yang tidaklmemiliki status pernikahanlresmi sebagai 

implikasi darilputusan MahkamahlKonstitusi. 

2. Penelitian individual yang dikerjakan oleh Riki Apriato, yang berjudul 

“HubunganlKeperdataan Ayah BiologislTerhadap Anak HasillNikah Siri 

Pasca PutusanlMahkamah KonstitusilNomorl46/Puu-Viii/2010 Perspektif 

Istihsan”. Jenis penelitian yang digunakann yaitu kepustakaan (library 

research), penelitian ini menjelaskan tentang implikasi dari hubungan 

keperdataan ayah biologis terhadap anak hasil nikah siri pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan juga membahas  
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tentang hubungan keperdataan ayah biologis dengan anak hasil nikah siri 

pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 perspektif 

ihtisan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu anak siri bisa 

mendapatkannnafkah hadhanah, wasiat wajibah,ndan juga mendapatkan 

perlakuan yangladil dan anak siri wajiblberbakti kepada ayah biologisnya, 

kemudianlhubungan keperdataanlayah biologis denganlanak hasil nikah 

siri tidaklbertentangan denganlkonsep istihsan dalamllhukum islam.  

3. Skripsi yang di kerjakan oleh Lisna Wati, yang berjudul “Analisis 

TerhadaplFatwa Mui No.11lTahun 2012 TentanglKedudukan AnaklHasil 

Zina Dan PerlakuanmTerhadapnya”. Jenis penelitian ini termasuk 

kepustakaan (library research), penelitian ini membahas tentang 

kedudukan anak hasil zina menurut fatwa MUI dan juga membahas 

peerlakuan yang semestinya terhadap anak hasil zina. Kesimpulan dalam 

skripsi ini adalah bahwankedudukan anaknhasil zina tidaknmemiliki 

hubungan nasabndengan lelaki yangnmenyebabkan kelahiranndan anak 

hasil zinantidak menanggung dosanperzinahan orang tuanya,ndengan 

menjatuhkan hukumannlelaki pezina yang mengkibatkannkelahiran anak. 

Hukuman tersebutnbertujuan untuk melindunginanak, bukan untuk 

mensahkan hubungannnasab antara anak dengan lelaki yang 

mengakibatkanlkelahirannya. 

4. Skripsi yang dikerjakan oleh Rinanti Elfrida, yang berjudul 

“PerlindungannAnak Hasil ZinanPerspektif HukumnIslam DannHukum 

Positif”. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian 

kepustakaan (library research), dengan pendekatan yuridis normatif, 

penelitian ini membahas tentang perlindungan anak hasil zina dalam 

perspektif hukum islam dan hukum positif dan juga membahas tentang 

persamaan danlperbedaan perlindugan anaknhasil zina dalamlperspektif 

hukum islamldan perspektiflhukum positif. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nor Salam, yang berjudul “Pembaharuan 

Hukum Kelarga Islam Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus 

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010)”. Penelitian ini menggunakan 
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jenis penelitian hukum normatif atau hukum doktriner dengan pendekatan 

studi kasus hukum (legal case study). penelitian ini membahas mengenai 

kontribusi putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pembahasruan 

hukum keluarga Islam di Indonesia dan Substansi Putussan MK tersebut 

apakah berlaku terhadap semua anak yang berstatus anak luar kawin 

berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 atau ada pembatasan. hasil penelitian 

ini dapat disimpulkan menjadi dua kesimpulan, yaitu: pertama, putusan 

MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memenuhi unsur-unsur pembaharuan 

hukum keluarga sehingga putusan tersebut layak disebut sebagai 

pembaharuan terhadap hukum keluarga islam di Indonesia. kedua, cakupan 

putusan MK Nomor 46/UU-VIII/2010 hanyalah anak luar kawin yang 

dilahirkan yang dihasilkan dari perkawinan bawah tangan. 

Dari beberapa referensi penelitian terdahulu yang sudah peneliti 

sebutkan dapat peneliti simpulkan bahwa dalam penelitian skripsi yang 

penulis susun tidak sama atau berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. 

Dan sejauh yang peneliti ketahui penelitian yang memfokuskan 

penelitiannya kepada pertimbangan hakim dalam mengabulkan penetapan 

asal usul anak perkara nomor 323/Pdt.P/2019/PA.Jbg dan faktor penyebab 

hakim menggunakan putusan Mahkamahlkonstitusi Nomorl46/PUU-

VIII/2010 sebagai dasar hukum pada putusan perkara penetapan asal usul 

anak luar nikah Nomor 0323/Pdt.P/2019/Pa.Jbg belum pernah dikaji 

sebelumnya. 

  


